PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 31 TAHUN 1981
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG
TELAH SELESAI MENUNAIKAN MASA DINASNYA MENJADI
ANGGOTA CADANGAN TENTARA NASIONAL INDONES A

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A,

Menimbang : a bahwa pendayagunaan anggota Tentara Nasond Indonesiayang telah sdesa
menunalkan masa dinagnya guna mdaksanakan tugastugas yang memerlukan
kematangan kemampuan maupun keahlian selaku Cadangan Tentara
Nasond Indonesadi daam jangkawaktu tartentu, pertu diatur persyaratan dan
pd aksanaannyalebih lanjut;

b. bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 ternyata pada umumnya tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Pemerintah
tersebut perlu dicabut dan diganti;

Mengingat : 1. Pasa 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 19845;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara
Republik Indonesa (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 646);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Militer Sukarela (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1616);

4. Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wgjib Militer (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1651)
jo Undang-undang Nomor 40 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2063);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun,
Tunjangan bersfat Pensun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela
(Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2811);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 tentang Peraturan |katan Dinas
dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1662);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam
jabatan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara serta Pernyataan non aktif
dari Jabatan dinas bagi Militer Sukardla (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1802);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961 tentang Uang Saku, Uang
Kompensas, Uang Pesangon dan Tunjangan-tunjangan bagi Militer Wgjib
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2264);
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MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 tentang Cadangan Nasdond (Lembaran
Negara Tahun 1963 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2600);

M enetapkan

. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN

ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG TELAH
SELESAI MENUNAIKAN MASA DINASNYA MENJADI ANGGOTA
CADANGAN TENTARA NASIONAL INDONESA.

Pasal 1
Ddam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.  Militer Sukarda adaah Warganegara Republik Indonesia yang menjadi
anggota Tentara Nasond Indonesa berdasarkan Undangundang Militer
Sukarda;

b. Militer Wgjib addah Warganegara Republik Indonesia yang menjadi anggota
TentaraNasiond Indones a berdasarkan Undang-undang Wgib Militer;

C. Anggota Tentara Nasond Indonesa atau disngkat anggota TNI adaah
anggota yang terdiri dari jgaran TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut,
dan TNI Angkatan Udara;

d. Anggota Cadangan TNI adalah anggota TNI yang tedlah sdesa
menunalkan masa dinasnya sarta memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu
secara Ukardla ikut serta ddam usaha pembelaan Negara mddui
pengabdian di ddam Cadangan TN,

e. Mentei addah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan dan
keamanan;

f. Dinas Aktif adalah kedudukan anggota Cadangan TNI yang
menunaikan tugas tertentu sesuai dengan perintah dinas yang
dikduarkan oleh Menteri atau pgabat yang ditunjuk olehnya

Pasal 2

() Militer Sukardla dan Militer W4jib dari jgaran TNI Angkatan Darat, TNI
Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang telah selesai menunakan
masa dinasnya dan diberhentikan dengan hormat, aas dasar persyaratan-
persyaratan tertentu diangkat menjadi anggota Cadangan TNI.

(20 Ddam ha kemampuan maupun keshlian tertentu diperlukan oleh Negara
bagi kepentingan pertahanan, maka aas desr hasl pemeriksaan dan
penilaian tenaga ahli tentang kesamaptaan jasmani dan rohaninya, mereka
yang dimaksud ddam ayat (1) pasd ini, secara sukarda dgpat ditugaskan
ddam dinas &tif dengan pangkat yang ditetapkan baginya di ddam jangka
waktu tertentu.

(3) Pedaksanaan ketentuan pasd ini diatur Iebih lanjut dleh Menteri.
Pasal 3
(1) Pengangkatan menjadi anggota Cadangan TN dilakukan :
a  untuk PerwiraTinggi oleh Presiden;

b.  untuk PerwiraMenengah dan Perwira Pertama oleh Menteri atas
nama Presiden;

C. dntuk Bintaradan Tamtama oleh Menteri atau pegabat yang
ditunjuk olehnya.

(2) Pada saat pelantikan setiap anggota Cadangan TNI wajib
mengucapkan sumpah.
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(3 Pembinaan anggota Cadangan TNI dilaksanakan oleh masing-masing
Kepda Staf Angkatan.

(49  AnggotaCadangan TNI diberhentikan, karena:
a  tidak lagi memenuhi persyaraan;
b. masdah pengenddian kekuatan;
C. meninggd dunia

(5) Pemberhentian anggota Cadangan TNI dilakukan oleh Pgaba yang
tersebut ddam ayat (1).

Pasal 4
(1) AnggotaCadangan TNI dapat dipanggil ddam dinas aktif dan dikembalikan

pada kedudukan tidak dinas ektif sesua dengan kepentingannya, yang
pd aksanaannya akan diatur | ebih lanjut oleh Menteri.

(2) Pengangkatan ddam jabatan bagi anggota Cadangan TNI sebagamana
dimaksud daam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dan persyaratan yang
berlaku bagi jabatan yang bersangkutan.

(3 Anggota Cadangan TNI ddam dinas aktif yang diangkat daam jabatan
tertentu wgib mengucapkan sumpah jabatan.

Pasal 5

Anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif mempunya kewsgjiban sama seperti
anggota TNI dan meperoleh panghasilan serta santunan yang pdaksanaannya
diatur oleh Menteri.

Pasal 6

Anggota Cadangan TNI ddam dinas aktif tunduk kepada hukum militer, hukum

dan perauran perundang-undangan Negara Republik Indonesa dan merupakan
yudisabd peradilan militer.

Pasal 7

(1) Anggota Cadangan TNI dapat mengenakan pakaian seragam TNI serta
tanda pangkat dan tanda jasanya ddam upacara nasond dan pada hari-hari
peringatan ABRI.

(2) Bagi anggota Cadangan TNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku
hukum militer.

Pasal 8
Anggota Cadangan TNI berkewgjiban untuk :
a  senantiasa memegang teguh rahasaNegarg;

b. memdihara alat perlengkapan perorangan yang
di pertanggungjawabkan kepadanya
Pasal 9

Hd-hd lain yang bdum diatur ddam Peraturan Pemerintah ini diatur [ebih lanjut
oleh Menteri.
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Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mula berlaku padatanggd diundangkan.

Agar supaya setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempaannya ddam Lembaran Negara Republik
Indonesa

Ditetapkan di Jakarta
padatanggd 5 Oktober 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
padatanggd 5 Oktober 1981

MENTERI/SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUDHARMONO, SH.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 46
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ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESA
NOMOR 31 TAHUN 1981
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESA YANG TELAH
SELESAI MENUNAIKAN MASA DINASNY A MENJADI ANGGOTA
CADANGAN TENTARA NASIONAL INDONESA

UMUM

1 Di ddam rangka menjamin kesnambungan dan kdanjutan pdaksanaan tugastugas
tertentu yang memerlukan kemampuan maupun keshlian yang diperoleh dari hasl
perpaduan pendidikan dan latihan serta pengdaman di dalam menunakan tugastuges di
lingkungan TNI, maka penyediaan anggota militer dengan kwalifikes serupa itu merupakan
keharusan untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan itu pendayagunaan anggota militer yang memiliki kemampuan maupun
keahlian yang langka perlu dil aksanakan secara berlanjut bagi pemantapan pel aksanaan tugas
maupun guna jembatan penghasilan dan pewarisan kemampuan dan keahlian kepada
generad berikutnya bagi masa mendatang.

2. Dalam pada itu ternyata, bahwa penetapan batas usia tertentu sebagaimana
ditetgpkan ddam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun
1963 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2600) dalam kaangan
anggota militer tidak senantiasa membawa pengaruh yang menurun terhadap
kemampuan pdaksanaan tugastuges tatentu yang memerlukan kwdifikes sebagamana
dimaksud di atas.

3. Berkenaan dengan itu perlu diatur dan ditetapkan tatacara pengangkatan secara
sdektif anggota TNI yang tedlah sdesa menunaikan masa dinasnya untuk menjadi anggota
Cadangan Tentara Nadond Indonesa besata tatacara pamanggilannya guna menunaikan
tugas dalam dinas aktif bila sewaktu-waktu diperlukan dan pemulihannya menjadi
tidak dinas aktif kembai termasuk persyaratan, hak dan kewgibannya sebaga
penyempurnaan aas ketentuan-ketentuan ddam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
1963 dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

4. Sudah barang tentu ha-hd yang menyangkut penerimaan penghasilan, perawatan den
santunan maupun fadlitas lan-lannya bag anggota TNI ddam dinas aktif tetap berpedoman
padaketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sehubungan dengan itu, setigp warganegara yang sudah sekdi dididik dan dilaih serta
menghayati kehidupan dalam lingkungan ketentaraan diharapkan akan senantiasa
memiliki semangat pengabdian kepada tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh
bangsa dan negara, maka di ddam ketentuan Peraturan Pemerintah ini ditekankan pula
kewgjiban sebagai anggota Cadangan TNI untuk senantiasa memeihara jiwa Pancadla,
Sapta Marga dan Sumpah Prgurit serta kesamaptaan rohani dan jasmani guna
menghadapi kemungkinan bilamana sewaktu-waktu diperlukan dadam menunaikan tugas-
tugas TN | dikemudian hari.

6. Dalam pada itu, mengingat bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 pada umumnya tidak sesua lagi dengan
perkembangan keadaan disamping tidak cukup mengatur ha-hd yang diperlukan, maka
dengan mendasarkan pada ketentuan Pasa 17 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958
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tentang Militer Sukardladan Pasd 52 Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wgib
Militer serta guna memeihara tertib perundang-undangan dan kepagtian hukum, Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 tentang Cadangan Nasond perlu dicabut untuk
sdanjutnyadigantikan dengan Peraturan Pemerintahini.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukupjeas
Pasal 2
Ayat (1)
Ketentuan ini pada dasarnya menetgpkan bagi anggota TNI yang tdah sdesa

menunaikan masa dinasnya untuk diangkat menjadi anggota Cadangan TNI, dengan
persyaratan yang ditetapkan olen Menteri.

Ayat (2)

Bagi anggota Cadangan TNI untuk dapat dipanggil guna menunaikan tuges ddam dinas
aktif dikenakan tambahan persyaratan, addah:

a. berdasarkan kesukarelaan,
b. memiliki kemampuan maupun keshlian tertentu yang diperl ukan oleh negara;

C. memiliki kesamaptaan jaamani dan rohani gunabertugasddam jgaran TNI ddam
jangkawaktu tertentu

Dengan persyaratan-persyaratan terssbut, maka kesempatan untuk dapat diangkat menjadi
anggota Cadangan TNI bergfat selektif, namun akan lebih selektif lagi bagi anggota
Cadangan TNI untuk dapat dipanggil guna bertugas dalam dinas aktif, oleh karenanya
perlu pendayagunaan anggota TNI yang telah selesa menunailkan masa dinasnya
ddam dinas aktif terutamaddititik beratkan bagi ha-hd yang bersfat urgent (sangat penting
dan mendesak).

Ayat (3)
Cukup jdas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukupjdas
Ayat (2)

Pada dasarnya pengucapan sumpah merupakan tatacara resmi seseorang
menyatakan janji daam kesempatan resmi atau upacara yang dimaksudkan untuk dihayati
dan diamdkan; sadangkan pada umumnya sessorang yang masuk menj adi anggota TNI
sudah diambil sumpahnya pada saat pdantikannya Namun karena secaraformal yuridis
seseorang yang telah selesai menunaikan masa dinasnya telah tidak lagi terikat pada
sumpah yang pernah diucapkan olehnya pada waktu

pdantikannya terdahulu, maka ddam upacara pdantikan pengangkatan sessorang menjadi
anggota Cadangan TNI berkewgiban lagi untuk mengucapkan sumpah sebaga rintisan
langkah memasuki kedudukan sebaga anggota Cadangan TNI. Dengan demikian
pengucapan sumpah tersebut merupakan pembaharuan dan penyegaran kembadi tekad
dan samangat pengabdian yang bersangkutan terhadgp tugas dan tanggungjawabnya
selaku anggota Cadangan TNI. Oleh karena itu, sumpah yang wagib diucapkan pada
waktu pel antikan tersebut addah

a.  bagi Perwira adalah Sumpah Perwira;

b. bag Bintara dan Tamtama addah Sumpah Prgurit, yang juga berlaku dan mengikat
sigp anggota TNI dari pangkat terendsh sampa dengan pangkat tertinggi. Dengan
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demikian jeladah, bahwa pada hakekatnya seseorang anggota TNI yang tdah sdesa
menunakan masa dinasya diangka menjadi anggota Cadangan TNI mengalami
peralihan kedudukan hukum dan kaenanya diwgibkan baginya untuk

mengucagpkan kembdi sumpah pada waktu peantikannya sebagal penyegaran
kembali atas niat dan tekadnya ddam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Ayat (3)

Pada hakekatnya kekuatan Cadangan TNI merupakan komponen dari kekuatan TNI,
maka pembinaan anggota Cadangan TNI merupakan bagian yang tidak terpisah
("Integrd") dari pembinaan anggota TNI secara keseluruhan yang dilaksanakan
masng-masing oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara

Ayat (4)

Mengena huruf b, mengingat bahwa besarnya kekuatan TNI didasarkan atas kebutuhan
yang dihadapi, maka pembentukan kekuatan Cadangan TNI dibatad sehingga tidak
mdebihi jumlah kekuatan cadangan yang ditetgpkan berdasarkan atas perhitungan
kekuatan TNI secara kesduruhan, karenanya pembentukan kekuatan Cadangan TNI
bersfa sdektif. Untuk itu maka Menteri menetapkan besarnya kekuatan Cadangan TNI
bagi setigp Angkatan.

Ayat (5)
Cukup jdas.

Pasal 4
Ayat (1)

Pada dasarnya wewenang untuk mengerahkan warga negara ddam mobilisas
didasarkan atas kuasa undang-undang oleh Kepala Negara. Dalam hal
pd eksanaan pemanggilan anggota Cadangan TN | ke ddam dinas &ktif, wewenang tersebut
dilimpahkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan dan
keamanan mengingat sfa kekhususan kebutuhannya

Ddam padaitu persyaraan-persyaratan untuk menunakan tugas ddam dinas &ktif maupun
pengembaliannya ke dalam tidak dinas aktif wajib senantiasa diperhatikan, baik
dai segl perorangannya maupun hubungan kedinasannya yang tidak terlepas dari
keperluannya yang bersfat mendesak

Ayat (2)

Pengangkatan seseorang anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif pada jabatan tertentu
dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi jabatan yang bersangkutan,
karena terdapat jabatan yang mempersyaratkan pengangkatan pegjabatnyaoleh atau atas
kuasa Undang-undang.

Ayat (3)

Kewgjiban untuk mengucapkan sumpah jabatan, sudah barang tentu bergantung den
terikat pada tingkat aau taraf jabatan yang bersangkutan, yang masng-masng mempunyai
ketentuan dan persyaratannyatersendiri.

Pasal 5

Ddam dinas &ktif maka anggota Cadangan TNI menunaikan kewgjiban-kewgiban serta memiliki
penampilan sama dengan anggota TNI pada umumnya sshagamana diaur dan ditetgpokan ddam
perauran perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu perawatan dan santunan
bagi anggota Cadangan TNI ddam dinas aktif tidak berbeda dengan anggata TN I.

Khusus mengena penerimaan ggji sudah barang tentu dibedakan, karena anggota Cadangan
TNI daam dinas aktif tidak lagi menerima gaji melainkan pensun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; namun sedlama dinas aktif yang bersangkutan menerima
pula tunjangan dinas aktif sebesar sdigh antara ggi yang seharusnya diterima dengan
pensunnya; untuk tertibnyahd tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri.
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Pasal 6.

Mengingat bahwa pada hakekatnya anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif
me aksanakan tugas kewgjiban dan tanggungjawab yang tidak berbeda dengan anggota TNI
pada umumnya, maka sudah barang tentu ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi anggota TN | berlaku pulabaginya
Pasal 7

Y ang dimaksud dengan anggota Cadangan TNI dalam Pasal ini adalah anggota
Cadangan yang tidak dinas aktif

Pasal 8

Ketentuan ini menegaskan beberapa kewgjiban yang harus dipatuhi oleh anggota Cadangan
TNI pada umumnyayang berkewsgjiban senantiasa memegang teguh rahasa Negara, memdihara
perlengkapan perorangan yang ol eh dinas di pertanggungjawabkan kepadanya.
Pasal 9
Cukup jdas.
Pasal 10
Cukup jdas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3204
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